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PENDAHULUAN
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ABSTRAK

Pergantian calon wakil bupati dalam kontestasi politik lokal tidak hanya berkaitan dengan
aspek administratif, tetapi juga mencerminkan dinamika kekuasaan, legitimasi, dan identitas
politik seorang aktor. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika politik lokal dalam
pergantian calon Wakil Bupati Maros pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 melalui
perspektif identitas politik dan pengakuan. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan
teknik pengumpulan data melalui dokumentasi media dan sumber data sekunder. Hasil tulisan
menunjukkan bahwa pergantian kandidat memengaruhi posisi politik, legitimasi sosial, dan
pengalaman pengakuan seorang aktor yang sebelumnya memiliki status sebagai wakil bupati
petahana. Fenomena tersebut juga memperlihatkan peran elit politk dan partai dalam
menentukan akses terhadap kekuasaan. Penelitian menyimpulkan bahwa konflik politik lokal
berlangsung melalui proses perubahan pengakuan, distribusi kekuasaan, dan negosiasi
identitas politik.

Kata kunci: Politik Lokal; Identitas Politik; Pengakuan Politik; Pilkada Maros

ABSTRACT

The replacement of a deputy regent candidate in local political contests is not merely related
to administrative procedures but also reflects the dynamics of power, legitimacy, and the
political identity of an actor. This study aims to analyze local political dynamic in the
replacement of the Maros Deputy Regent candidate during the 2024 Regional Head Election
through the perspective of political identity and recognition. This article employs a qualitative
method with data collection techniques based on media documentation and secondary data
sources. The findings indicate that candidate replacement affects the political position, social
legitimacy, and recognition experience of an actor who previously held the status of an
incumbent deputy regent. The phenomenon also highlights the role of political elites and
parties in determining access to political power. This study concludes that local political
conflict occurs through processes of changing recognition, power distribution, and the
negotiation of political identity.

Keywords: Local Political; Political Identity; Political Recognition; Maros Regional Head
Election

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen penting dalam demokrasi lokal

yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi ruang
kontestasi kepentingan, pembentukan identitas politik, dan pertarungan kekuasaan antaraktor politik. Dalam
demokrasi elektoral, proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak semata-mata
berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif, melainkan merupakan proses sosial-politik yang
melibatkan pembentukan legitimasi, distribusi sumber daya politik, serta negosiasi antara kandidat, partai
politik, dan kelompok pendukung. Politik lokal di Indonesia menunjukkan bahwa kandidat memperoleh
posisi politk melalui kombinasi antara modal sosial, jaringan elite, dukungan organisasi politik, dan
kemampuan membangun legitimasi publik (Aspinall & Berenschot, 2019). Politik lokal tidak hanya menjadi
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ruang kompetisi antarindividu, tetapi juga arena tempat berbagai aktor mempertahankan kepentingan,
membangun aliansi, dan memperebutkan sumber daya politik. Dalam demokrasi elektoral, hubungan antara
kandidat dan struktur politik sering kali dibentuk melalui proses negosiasi yang melibatkan elite partai,
kelompok kepentingan, dan jaringan sosial lokal (Aspinall & Berenschot, 2019). Oleh karena itu, perubahan
dalam proses kandidasi, termasuk pergantian calon, tidak hanya berdampak pada struktur kompetisi
elektoral, tetapi juga dapat memengaruhi identitas dan posisi sosial-politik seorang aktor.

Dalam konteks demokrasi lokal Indonesia, kandidat politk merupakan aktor yang memperoleh
legitimasi melalui proses sosial yang panjang. Kandidasi tidak hanya menghasilkan posisi formal dalam
pemilu, tetapi juga membentuk identitas politik seseorang sebagai representasi masyarakat dan bagian dari
elite pemerintahan lokal. Kandidat politik memperoleh kekuatan bukan hanya melalui pencalonan formal,
tetapi juga melalui proses pembangunan citra, hubungan sosial, dan kemampuan membangun
kepercayaan publik. Identitas politik seorang kandidat terbentuk melalui interaksi antara pengalaman
pribadi, dukungan institusi politik, serta persepsi masyarakat terhadap kapasitas kepemimpinannya. Studi
mengenai politik lokal menunjukkan bahwa kompetisi elektoral sering kali dipengaruhi oleh hubungan
antara elite politik, jaringan sosial, dan modal politik yang dimiliki kandidat (Mietzner, 2020). Struktur politik
lokal memperlihatkan bahwa keputusan mengenai pencalonan sering kali tidak sepenuhnya ditentukan oleh
preferensi pemilih, tetapi juga oleh proses internal elite yang mengatur distribusi kesempatan politik kepada
kandidat tertentu (Aspinall & Rohman, 2017). Dengan demikian, ketika seorang kandidat mengalami
perubahan posisi atau kehilangan kesempatan dalam kontestasi, fenomena tersebut dapat dipahami
sebagai perubahan dalam struktur relasi sosial dan politik, bukan hanya sebagai persoalan administratif.

Fenomena pergantian calon wakil kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Maros Tahun 2024
menjadi salah satu kasus yang menarik untuk dikaji dalam perspektif sosiologi politik. Pada awal tahapan
pencalonan, Suhartina Bohari yang merupakan Wakil Bupati Maros petahana kembali diposisikan sebagai
bakal calon wakil bupati mendampingi Chaidir Syam dalam kontestasi Pilkada Maros 2024. Sebagai pejabat
petahana, Suhartina memiliki modal politikk berupa pengalaman pemerintahan, jaringan sosial, dan
legitimasi elektoral dari posisi sebelumnya sebagai wakil kepala daerah. Dalam politik demokrasi, posisi
politik tidak hanya berkaitan dengan jabatan formal, tetapi juga dengan pengakuan sosial terhadap
kapasitas dan representasi seseorang (Sawer, 2020). Oleh karena itu, pencalonan kembali Suhartina
Bohari menunjukkan bahwa dirinya telah memperoleh pengakuan politik sebagai aktor yang dianggap
memiliki kapasitas untuk kembali menduduki posisi publik.

Namun, proses pencalonan tersebut mengalami perubahan setelah hasil pemeriksaan kesehatan
dalam tahapan Pilkada menyatakan bahwa Suhartina Bohari tidak memenuhi syarat (TMS). Salah satu
aspek yang menjadi perhatian publik adalah hasil pemeriksaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional
(BNN) Provinsi Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa Suhartina Bohari terindikasi positif
metamfetamin berdasarkan pemeriksaan urine dalam rangka tahapan Pilkada 2024. BNN Sulawesi Selatan
menyampaikan bahwa dari 140 bakal calon kepala daerah yang menjalani pemeriksaan, terdapat satu
kandidat yang terindikasi positif, yaitu bakal calon wakil bupati Maros Suhartina Bohari (DetikSulsel, 2024).
Peristiwa tersebut kemudian berdampak pada perubahan komposisi pasangan calon. Suhartina Bohari
yang sebelumnya dipersiapkan sebagai pasangan politikk Chaidir Syam akhirnya digantikan oleh Andi
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Moetazim Mansyur sebagai calon wakil bupati Maros. Pergantian tersebut tidak hanya menciptakan
perubahan konfigurasi politik pasangan calon, tetapi juga melahirkan dinamika sosial-politik terkait posisi
dan identitas Suhartina sebagai aktor politik. Sebelumnya, Suhartina telah memperoleh pengakuan politik
sebagai wakil bupati petahana dan kandidat yang akan kembali berkompetisi dalam Pilkada. Namun,
keputusan tersebut mengubah kedudukannya dari aktor utama dalam arena elektoral menjadi aktor yang
berada di luar kontestasi pencalonan. Dalam pemberitaan media, Suhartina menyatakan bahwa dirinya
tidak ingin memperpanjang polemik terkait hasil pemeriksaan tersebut dan tetap menjalankan tugas
pemerintahan sebagai wakil bupati (DetikSulsel, 2024).

Fenomena tersebut penting dikaji karena konflik politik tidak selalu hadir dalam bentuk persaingan
terbuka antarpartai atau kelompok pendukung, tetapi juga dapat muncul melalui pengalaman subjektif aktor
politik ketika mengalami perubahan status, kehilangan legitimasi, atau berkurangnya pengakuan sosial.
Konflik politik dalam demokrasi modern sering berlangsung melalui mekanisme yang lebih halus, seperti
perubahan akses terhadap sumber daya, pengurangan ruang partisipasi, maupun perubahan status dalam
struktur kekuasaan. Konflik tersebut dapat berlangsung tanpa konfrontasi langsung, tetapi tetap
memengaruhi hubungan antaraktor politik (Tilly & Tarrow, 2019). Dalam perspektif Axel Honneth mengenai
teori pengakuan (recognition theory), konflik sosial muncul ketika individu mengalami kegagalan
memperoleh pengakuan yang dianggap sesuai terhadap identitas, kontribusi, dan posisi sosialnya. Honneth
menjelaskan bahwa identitas seseorang terbentuk melalui tiga bentuk pengakuan, yaitu hubungan
emosional (love), penghormatan terhadap hak (rights), dan penghargaan sosial (social esteem) (Honneth,
2021). Dalam arena politik, pencalonan kepala daerah dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan sosial-
politik karena kandidat dianggap memiliki kapasitas dan legitimasi untuk menjalankan fungsi publik.

Identitas politik seorang aktor tidak bersifat tetap, melainkan terus mengalami pembentukan melalui
hubungan sosial, pengalaman politik, dan proses pengakuan dari kelompok lain. Seorang aktor politik
mempertahankan identitasnya melalui simbol, narasi, serta hubungan dengan komunitas politik yang
menjadi basis legitimasinya (Calhoun, 2019). Oleh karena itu, perubahan posisi politik akibat pergantian
kandidat dapat menghasilkan konsekuensi terhadap cara seorang aktor memahami dirinya dan bagaimana
masyarakat memandang legitimasi politiknya. Legitimasi dalam politik lokal tidak hanya berasal dari
kemenangan elektoral, tetapi juga dari kemampuan aktor politik mempertahankan hubungan sosial dan
kepercayaan masyarakat. Ketika legitimasi tersebut mengalami gangguan, stabilitas identitas politik
seorang aktor juga dapat mengalami perubahan (Norris, 2017).

Kajian mengenai demokrasi lokal selama ini lebih banyak menyoroti persoalan klientelisme, politik
dinasti, strategi elektoral, dan dominasi elite dalam proses politik lokal (Aspinall & Berenschot, 2019).
Penelitian lain juga menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia masih dipengaruhi oleh
hubungan personal, patronase, dan distribusi sumber daya politik antaraktor (Power, 2018; Warburton &
Aspinall, 2019). Selain itu, partai politik memiliki peran penting sebagai institusi yang menentukan siapa
yang memperoleh kesempatan untuk masuk dalam arena kompetisi politik. Melalui proses seleksi kandidat,
partai secara tidak langsung melakukan produksi legitimasi terhadap figur tertentu dan membatasi akses
politik bagi aktor lainnya (Scarrow et al., 2017). Sementara itu, kajian mengenai perubahan posisi kandidat
akibat pergantian pencalonan masih relatif terbatas, khususnya yang melihat pengalaman subjektif kandidat
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sebagai bentuk krisis identitas politik dan kehilangan pengakuan. Padahal, perubahan posisi politik seorang
kandidat dapat memengaruhi bagaimana individu tersebut memahami dirinya dalam arena kekuasaan dan
bagaimana masyarakat melihat legitimasi politiknya.

Kesenjangan tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan sosiologi politik yang tidak hanya
melihat pergantian kandidat sebagai proses kelembagaan, tetapi juga sebagai pengalaman sosial yang
berkaitan dengan identitas dan pengakuan politik. Konsep pengakuan Honneth memberikan perspektif
bahwa konflik politik dapat dipahami sebagai perjuangan untuk mempertahankan status, penghargaan, dan
legitimasi dalam suatu arena sosial tertentu (Honneth, 2021). Kajian mengenai konflik politik lokal perlu
memperhatikan dimensi sosial dari kekuasaan, karena praktik demokrasi tidak hanya berlangsung melalui
aturan formal, tetapi juga melalui proses pembentukan makna, identitas, dan hubungan pengakuan
antaraktor politik (Kenny, 2019). Dengan pendekatan tersebut, kasus pergantian calon wakil bupati Maros
dapat dianalisis sebagai fenomena perubahan posisi politik yang melibatkan relasi kekuasaan, konflik elite,
dan pengalaman kehilangan pengakuan.

Secara akademik, tulisan ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi politik mengenai
konflik elite lokal dengan memasukkan dimensi identitas politik dan pengakuan sebagai aspek analisis.
Secara praktis, tulisan ini dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana proses pergantian kandidat
memengaruhi hubungan antaraktor politik, stabilitas koalisi, dan persepsi publik terhadap demokrasi lokal.
Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan menganalisis konflik politik lokal dalam kasus pergantian calon wakil
bupati Maros pada Pilkada Tahun 2024 dengan melihat perubahan identitas politik dan pengalaman
pengakuan seorang kandidat dalam arena kontestasi elektoral.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis konflik politik lokal dalam peristiwa
pergantian calon Wakil Bupati Maros pada Pilkada Tahun 2024. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui dokumentasi media, yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber pemberitaan daring serta
literatur akademik yang berkaitan dengan dinamika kandidasi politik, konflik elit lokal, dan teori pengakuan
politik. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber tertulis berupa berita
media nasional maupun lokal. Data tersebut dianalisis menggunakan analisis data kualitatif melalui tahapan
reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara interpretatif untuk menemukan pola
mengenai konflik elit, perubahan identitas politik, dan pengalaman kehilangan pengakuan politik dalam
proses pergantian kandidat. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif teori Identitas Politik dan
Pengakuan Axel Honneth untuk memahami bagaimana perubahan posisi politik seorang kandidat dapat
memengaruhi konstruksi identitas, legitimasi, dan persepsi ketidakadilan dalam arena politik lokal (Honneth,
2021). Proses analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldafa yang
menempatkan aktivitas kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan sebagai proses yang
berlangsung secara berkelanjutan dalam penelitian kualitatif (Miles et al., 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergantian calon Wakil Bupati Maros pada Pilkada Tahun 2024 tidak hanya mencerminkan
perubahan dalam proses administratif pencalonan, tetapi juga merupakan fenomena politik yang melibatkan
dinamika kekuasaan, negosiasi kepentingan elit, serta persoalan pengakuan terhadap identitas politik
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seorang aktor. Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana seorang kandidat yang sebelumnya telah
memperoleh legitimasi melalui posisi sebagai wakil kepala daerah petahana dan calon peserta kontestasi
mengalami perubahan posisi dalam arena politik lokal. Bagian ini berupaya mengungkap bagaimana
pergantian kandidat dimaknai sebagai bagian dari konflik politik lokal, khususnya dalam melihat
pengalaman kehilangan posisi, legitimasi, dan penghargaan sosial yang melekat pada identitas politik
seorang aktor. Analisis dilakukan dengan menempatkan calon yang digantikan bukan hanya sebagai objek
dari keputusan politik, tetapi sebagai aktor yang memiliki pengalaman, persepsi, dan upaya
mempertahankan identitas politknya dalam menghadapi perubahan konfigurasi kekuasaan. Proses
tersebut menjadi semakin menarik ketika dikaji melalui perspektif sosiologi politik, khususnya teori Identitas
Politik dan Pengakuan Axel Honneth (2021), yang melihat konflik sosial sebagai akibat dari pengalaman
misrecognition atau kegagalan memperoleh pengakuan yang dianggap layak. Melalui perspektif ini,
pergantian calon Wakil Bupati Maros tidak hanya dipahami sebagai peristiwa elektoral, tetapi juga sebagai
proses sosial-politik yang memperlihatkan bagaimana legitimasi, penghargaan, dan posisi seorang aktor
diperebutkan dalam arena politik lokal.

Dinamika Pergantian Calon Wakil Bupati Maros dalam Kontestasi Politik Lokal Tahun 2024

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Maros Tahun 2024 menjadi salah satu arena politik
lokal yang memperlihatkan bagaimana proses kandidasi tidak hanya berkaitan dengan mekanisme formal
pencalonan, tetapi juga melibatkan relasi kekuasaan, legitimasi politik, dan posisi sosial seorang aktor
dalam arena politik. Dalam politik lokal Indonesia, pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah
merupakan proses yang kompleks karena melibatkan interaksi antara kandidat, partai politik, elit lokal, serta
masyarakat sebagai basis legitimasi. Kandidat yang telah memperoleh dukungan politik tidak hanya
membawa identitas personal, tetapi juga merepresentasikan kepentingan kelompok politik tertentu. Oleh
karena itu, perubahan dalam komposisi kandidat dapat memengaruhi konfigurasi hubungan antaraktor yang
telah terbentuk sebelumnya (Aspinall & Berenschot, 2019).

Dalam konteks Pilkada Maros 2024, pasangan Chaidir Syam-Suhartina Bohari pada awalnya
dipandang sebagai pasangan petahana yang memiliki modal politik kuat. Chaidir Syam merupakan Bupati
Maros periode 2021-2024, sementara Suhartina Bohari menjabat sebagai Wakil Bupati Maros pada periode
yang sama. Posisi sebagai kepala daerah petahana memberikan keuntungan politik berupa pengalaman
pemerintahan, tingkat pengenalan publik, serta jaringan sosial yang telah terbentuk selama masa jabatan.
Dalam kajian politik lokal, status petahana sering kali menjadi sumber daya politik penting karena
memberikan akses terhadap modal simbolik dan sosial yang dapat memperkuat posisi kandidat dalam
kompetisi elektoral (Aspinall & Warburton, 2018). Dengan demikian, pencalonan kembali Suhartina Bohari
bukan hanya menunjukkan keberlanjutan pasangan politik, tetapi juga memperlihatkan adanya upaya
mempertahankan konfigurasi kekuasaan lokal yang telah berjalan.

Namun, dinamika pencalonan tersebut mengalami perubahan ketika proses pemeriksaan kesehatan
bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memasuki tahap penentuan. Berdasarkan pemberitaan
media, Suhartina Bohari dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam tahapan pencalonan setelah
hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa menunjukkan adanya persoalan terkait
hasil tes narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan kemudian menyampaikan
bahwa dari 140 bakal calon kepala daerah yang menjalani pemeriksaan narkotika, terdapat satu kandidat
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yang terindikasi positif metamfetamin, yaitu bakal calon Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari (DetikSulsel,
2024).

Pemeriksaan tersebut menjadi titik balik dalam proses kandidasi karena menyebabkan perubahan
posisi politik Suhartina Bohari dari kandidat yang dipersiapkan untuk kembali mengikuti kontestasi menjadi
figur yang tidak dapat melanjutkan pencalonan. Media melaporkan bahwa pemeriksaan dilakukan secara
berulang sesuai prosedur BNN, dan hasil pemeriksaan lanjutan tetap menunjukkan indikasi positif
metamfetamin. Kondisi tersebut kemudian menjadi dasar munculnya keputusan pergantian calon wakil
bupati dalam pasangan Chaidir Syam (DetikNews, 2024). Dalam perspektif sosiologi politik, peristiwa ini
menunjukkan bahwa posisi politik seorang kandidat dapat mengalami perubahan secara cepat akibat
interaksi antara aturan formal, institusi politik, dan keputusan aktor yang memiliki kewenangan dalam
proses elektoral.

Pergantian kandidat tersebut kemudian melibatkan proses adaptasi politik dari pasangan calon dan
partai pengusung. Suhartina Bohari yang sebelumnya menjadi bagian dari konfigurasi politik petahana
akhimya digantikan oleh Andi Muetazim Mansyur sebagai calon wakil bupati pendamping Chaidir Syam.
Pergantian tersebut menunjukkan bahwa partai politk dan elit lokal memiliki peran penting dalam
mempertahankan keberlangsungan strategi elektoral. Dalam sistem politik Indonesia, partai politik tidak
hanya berfungsi sebagai kendaraan administratif pencalonan, tetapi juga menjadi aktor yang menentukan
proses seleksi, pergantian, dan legitimasi kandidat (Mietzner, 2020).

Fenomena pergantian calon wakil bupati Maros juga memperlihatkan adanya dimensi konflik politik
lokal yang tidak selalu tampil dalam bentuk pertentangan terbuka. Konflik dapat muncul melalui perubahan
posisi seorang aktor dalam struktur politik dan melalui perebutan legitimasi atas siapa yang dianggap
mampu merepresentasikan kepentingan politik tertentu. Setelah munculnya keputusan pergantian kandidat,
berkembang pula persepsi publik mengenai kemungkinan adanya konflik internal atau upaya penghalangan
terhadap Suhartina Bohari. Isu tersebut kemudian dibantah oleh Chaidir Syam yang menyatakan bahwa
tidak terdapat upaya menjegal Suhartina dan hubungan politik keduanya tetap berjalan baik (DetikSulsel,
2024).

Dari sudut pandang politik lokal, situasi tersebut menunjukkan bahwa proses kandidasi merupakan
arena yang mempertemukan kepentingan berbagai aktor. Pergantian kandidat tidak hanya dipengaruhi oleh
faktor administratif, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana elit politk mempertahankan stabilitas koalisi
dan peluang kemenangan elektoral. Sebagaimana dijelaskan oleh Bourdieu, arena politik merupakan ruang
kompetisi tempat aktor menggunakan berbagai modal untuk mempertahankan atau memperoleh posisi
strategis (Bourdieu, 2018). Dalam kasus Maros, perubahan kandidat memperlihatkan adanya proses
redistribusi posisi politik, di mana aktor lama kehilangan ruang kontestasi sementara aktor baru
memperoleh kesempatan memasuki arena politik.

Selain itu, posisi Suhartina Bohari sebagai wakil bupati petahana menjadikan kasus ini memiliki
dimensi sosial yang lebih kompleks. Pergantian tersebut tidak hanya berimplikasi terhadap pencalonan
formal, tetapi juga terhadap identitas politik yang telah melekat selama menjalankan jabatan publik. Status
sebagai wakil bupati dan calon wakil bupati sebelumnya telah memberikan pengakuan sosial dan politik
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dari berbagai kelompok masyarakat. Ketika status tersebut berubah, muncul persoalan mengenai
bagaimana seorang aktor politk memahami perubahan identitas dan legitimasi yang dialaminya. Dalam
perspektif Honneth, pengakuan sosial merupakan unsur penting dalam pembentukan identitas individu,
termasuk dalam konteks politik, karena posisi seseorang dalam masyarakat terbentuk melalui penghargaan
dan penerimaan dari lingkungan sosialnya (Honneth, 2021).

Respons Suhartina Bohari terhadap situasi tersebut menunjukkan adanya upaya mempertahankan
posisi sosial-politiknya. Dalam pemberitaan, Suhartina menyatakan memilih untuk tidak memperpanjang
polemik terkait hasil pemeriksaan dan fokus menyelesaikan tugas pemerintahan yang masih dijalankan.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa meskipun mengalami perubahan posisi dalam arena elektoral, seorang
aktor politik tetap berusaha mempertahankan legitimasi dan citra publiknya (DetikSulsel, 2024). Hal ini
memperlihatkan bahwa konflik politik tidak selalu berakhir dengan hilangnya eksistensi politik seseorang,
tetapi dapat menghasilkan strategi baru dalam mempertahankan identitas politik.

Konflik Politik dan Krisis Pengakuan Identitas Politik Calon Wakil Bupati yang Digantikan

Pencalonan dalam kontestasi politik lokal tidak hanya memiliki makna sebagai proses formal untuk
memenuhi persyaratan elektoral, tetapi juga merupakan bentuk pemberian pengakuan politik terhadap
kapasitas, legitimasi, dan identitas seorang aktor. Dalam arena politik, seseorang yang telah ditetapkan
sebagai kandidat memperoleh posisi simbolik sebagai representasi kepentingan masyarakat maupun
kelompok politik tertentu. Pengakuan tersebut dibangun melalui dukungan partai politik, penerimaan elit,
serta persepsi publik terhadap kemampuan kandidat dalam menjalankan kepemimpinan. Oleh karena itu,
pencalonan seorang aktor politik dapat dipahami sebagai proses pembentukan identitas politik yang
memberikan legitimasi sosial sebelum seseorang memperoleh jabatan formal (Honneth, 2021).

Dalam konteks Pilkada Maros Tahun 2024, pencalonan Suhartina Bohari sebagai calon Wakil Bupati
Maros tidak dapat dilepaskan dari identitas politik yang telah terbentuk sebelumnya. Sebagai Wakil Bupati
Maros periode 2021-2024, Suhartina telah memiliki pengalaman pemerintahan, jaringan politik, serta posisi
sosial sebagai bagian dari struktur kekuasaan daerah. Keputusan untuk kembali mencalonkan dirinya
bersama Chaidir Syam menunjukkan bahwa dirinya telah memperoleh bentuk pengakuan politik dari koalisi
pengusung dan lingkungan politik lokal. Dalam perspektif Honneth, pengakuan semacam ini berkaitan
dengan dimensi social esteem, yaitu penghargaan sosial terhadap kapasitas seseorang berdasarkan
kontribusi dan posisi yang dimilikinya dalam masyarakat (Honneth, 2021).

Pengakuan politik terhadap seorang kandidat tidak hanya berasal dari institusi formal, tetapi juga
terbentuk melalui interaksi sosial yang panjang. Kandidat petahana memiliki keuntungan karena telah
membangun hubungan dengan masyarakat melalui pengalaman menjalankan pemerintahan. Dalam politik
lokal Indonesia, figur petahana sering memperoleh modal simbolik karena dianggap memiliki pengalaman
dan rekam jejak yang dapat menjadi dasar legitimasi politik. Modal simbolik tersebut kemudian menjadi
bagian dari identitas politk yang melekat pada kandidat (Bourdieu, 2018). Dengan demikian, posisi
Suhartina Bohari sebagai calon wakil bupati petahana menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya hadir
sebagai individu yang mengikuti pemilu, tetapi sebagai aktor politik yang telah memperoleh pengakuan dari
berbagai jaringan sosial dan politik.
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Namun, perubahan terjadi ketika hasil pemeriksaan kesehatan dalam tahapan Pilkada menyebabkan
Suhartina Bohari tidak dapat melanjutkan proses pencalonan. Pergantian tersebut menghasilkan
perubahan mendasar terhadap posisi politiknya. Sebelumnya, ia berada dalam posisi sebagai kandidat
yang memiliki peluang untuk mempertahankan kekuasaan melalui proses elektoral, tetapi kemudian harus
keluar dari arena kompetisi karena keputusan penyelenggara berdasarkan ketentuan pencalonan.
Perubahan status tersebut menunjukkan bagaimana identitas politik seseorang sangat bergantung pada
pengakuan sosial dan institusional yang melekat pada dirinya. Ketika pengakuan tersebut berubah, maka
posisi sosial-politik seorang aktor juga mengalami transformasi.

Dalam perspektif teori pengakuan Axel Honneth, perubahan posisi tersebut dapat dianalisis melalui
konsep misrecognition atau kegagalan pengakuan. Honneth menjelaskan bahwa konflik sosial muncul
ketika individu merasa bahwa dirinya tidak memperoleh penghargaan atau pengakuan yang sesuai dengan
identitas dan kontribusinya. Kegagalan pengakuan tidak selalu berbentuk diskriminasi langsung, tetapi
dapat muncul melalui pengalaman kehilangan status, berkurangnya penghargaan sosial, atau tersingkirnya
seseorang dari ruang partisipasi tertentu (Honneth, 2021). Dalam kasus pergantian calon Wakil Bupati
Maros, pengalaman tersebut dapat dilihat melalui perubahan posisi Suhartina dari kandidat yang
memperoleh legitimasi politik menjadi aktor yang tidak lagi berada dalam kompetisi elektoral.

Akan tetapi, konsep misrecognition dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai kesimpulan bahwa
telah terjadi tindakan politik yang secara objektif bertujuan menyingkirkan seseorang. Sebaliknya, konsep
tersebut digunakan untuk memahami bagaimana seorang aktor politk mengalami dan memaknai
perubahan posisi yang terjadi terhadap dirinya. Dalam kajian sosiologi politik, pengalaman subjektif aktor
merupakan bagian penting karena politik tidak hanya bekerja melalui institusi dan aturan, tetapi juga melalui
persepsi, simbol, dan hubungan sosial. Dengan demikian, isu utama bukan hanya apakah pergantian
tersebut sesuai aturan, tetapi bagaimana perubahan tersebut dipahami oleh aktor yang mengalami
kehilangan posisi politik (Fraser & Honneth, 2018).

Pergantian kandidat juga memperlihatkan bahwa identitas politik bukanlah sesuatu yang bersifat
tetap, melainkan terus dibentuk melalui hubungan antara individu dan struktur politik. Seorang kandidat
memperoleh identitas politik melalui proses pengakuan dari partai, elit, dan masyarakat. Namun, ketika
terjadi perubahan dalam struktur dukungan politik, identitas tersebut dapat mengalami pelemahan atau
negosiasi ulang. Dalam konteks ini, pengalaman Suhartina Bohari memperlihatkan bagaimana seorang
aktor politik harus menghadapi perubahan status dari figur yang diproyeksikan sebagai calon pemimpin
menjadi aktor yang berada di luar kontestasi. Situasi tersebut menunjukkan bahwa arena politik lokal
merupakan ruang yang dinamis dan penuh dengan proses pembentukan maupun kehilangan legitimasi
(Mouffe, 2018).

Meskipun mengalami perubahan posisi dalam pencalonan, respons Suhartina Bohari menunjukkan
adanya upaya mempertahankan identitas politik yang telah terbentuk. Berdasarkan pemberitaan media,
Suhartina memilih untuk tidak memperpanjang polemik mengenai hasil pemeriksaan dan menyatakan tetap
menjalankan tugas pemerintahan sebagai Wakil Bupati Maros. Sikap tersebut dapat dipahami sebagai
bentuk strategi mempertahankan pengakuan sosial bahwa dirinya tetap memiliki kapasitas dan legitimasi
sebagai pejabat publik meskipun tidak lagi menjadi bagian dari pasangan calon dalam Pilkada 2024
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(DetikSulsel, 2024). Dalam perspektif Honneth, perjuangan memperoleh pengakuan tidak selalu dilakukan
melalui konflik terbuka, tetapi dapat melalui tindakan mempertahankan martabat dan posisi sosial
seseorang.

Pergantian calon Wakil Bupati Maros Tahun 2024 memperlihatkan bahwa proses politik lokal tidak
hanya berkaitan dengan mekanisme pergantian figur dalam surat pencalonan, tetapi juga menyangkut
persoalan identitas, legitimasi, dan pengakuan sosial. Kandidasi politik memberikan seseorang status dan
penghargaan tertentu dalam masyarakat, sementara pergantian kandidat dapat menciptakan pengalaman
kehilangan posisi yang sebelumnya telah diperoleh. Konflik politik lokal dapat dipahami sebagai konflik
mengenai pengakuan, yaitu bagaimana seorang aktor berusaha mempertahankan identitas dan nilai dirinya
dalam menghadapi perubahan relasi kekuasaan.

Relasi Elit Politik dan Implikasi Pergantian Kandidat terhadap Demokrasi Lokal

Pergantian calon Wakil Bupati Maros pada Pilkada Tahun 2024 memperlihatkan bahwa proses
kandidasi dalam politik lokal tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara kandidat, partai politik, dan elit
politik yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah kontestasi. Dalam sistem demokrasi elektoral,
partai politik tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan administratif bagi kandidat, tetapi juga menjadi
institusi yang melakukan seleksi, negosiasi, dan produksi legitimasi terhadap calon yang akan diusung.
Proses kandidasi merupakan arena politik yang mempertemukan kepentingan berbagai aktor, baik kandidat
yang memiliki modal sosial maupun elit partai yang memiliki kewenangan menentukan keputusan strategis
(Aspinall & Berenschot, 2019).

Dalam kasus Pilkada Maros 2024, pasangan Chaidir Syam—-Suhartina Bohari sebelumnya dibangun
sebagai representasi keberlanjutan pemerintahan petahana. Posisi Suhartina sebagai Wakil Bupati Maros
sekaligus calon wakil bupati menunjukkan adanya hubungan politik yang telah terbentuk antara kandidat,
partai pengusung, dan basis pendukung. Namun, ketika Suhartina tidak dapat melanjutkan pencalonan
akibat hasil pemeriksaan kesehatan, terjadi perubahan konfigurasi politik yang mengharuskan elit politik
melakukan penyesuaian strategi. Pergantian kandidat tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan sebuah
pencalonan tidak hanya bergantung pada legitimasi individu kandidat, tetapi juga pada kemampuan struktur
politik untuk mempertahankan stabilitas koalisi dan peluang elektoral (Mietzner, 2020).

Dalam perspektif sosiologi politik, perubahan kandidat dapat dipahami sebagai proses redistribusi
kekuasaan dalam arena politik lokal. Elit politk memiliki posisi strategis karena mereka memiliki
kemampuan untuk menentukan siapa yang memperoleh akses terhadap sumber daya politik dan siapa
yang kehilangan ruang dalam kontestasi. Bourdieu menjelaskan bahwa arena politik merupakan ruang
persaingan tempat aktor menggunakan berbagai bentuk modal, seperti modal ekonomi, sosial, budaya, dan
simbolik untuk mempertahankan posisi atau memperoleh dominasi (Bourdieu, 2018). Dalam konteks
Maros, pergantian calon wakil bupati memperlihatkan adanya pergeseran posisi politik, yaitu dari kandidat
yang sebelumnya memperoleh pengakuan sebagai representasi politik menjadi kandidat pengganti yang
harus membangun legitimasi baru.

Masuknya Andi Muetazim Mansyur sebagai calon wakil bupati pengganti menunjukkan bagaimana
legitimasi politik dapat diproduksi kembali melalui mekanisme elit dan organisasi politik. Kandidat pengganti
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tidak hanya membutuhkan penerimaan administratif dari penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan
penerimaan dari partai pengusung, jaringan politik, serta masyarakat pemilih. Dalam politik elektoral
Indonesia, legitimasi kandidat sering kali dibangun melalui kombinasi antara keputusan elit partai dan
kemampuan kandidat membangun hubungan dengan pemilih (Aspinall & Warburton, 2018). Dengan
demikian, pergantian kandidat memperlihatkan bahwa akses terhadap kekuasaan politik tidak hanya
ditentukan oleh kapasitas personal, tetapi juga oleh posisi seseorang dalam struktur relasi politik yang lebih
luas.

Dinamika tersebut juga memperlihatkan adanya ketegangan antara logika kelembagaan demokrasi
dan pengalaman subjektif aktor politik yang kehilangan posisi. Dari perspektif demokrasi prosedural,
pergantian kandidat merupakan bagian dari mekanisme yang telah diatur dalam tahapan Pilkada. Namun,
dari perspektif sosiologi politik, proses tersebut dapat menghasilkan pengalaman eksklusi bagi aktor yang
sebelumnya telah memperoleh pengakuan politik. Honneth menjelaskan bahwa eksklusi dari suatu ruang
sosial tertentu dapat memengaruhi identitas seseorang karena pengakuan sosial merupakan bagian
penting dalam membangun posisi individu dalam masyarakat (Honneth, 2021). Oleh karena itu, perubahan
kandidat tidak hanya berdampak pada strategi elektoral, tetapi juga pada hubungan sosial dan simbolik
antara aktor politik dengan lingkungan pendukungnya.

Dari sisi demokrasi lokal, pergantian kandidat memiliki implikasi terhadap persepsi publik mengenai
transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap proses politik. Perubahan kandidat yang terjadi
menjelang tahapan pencalonan dapat menimbulkan berbagai interpretasi di masyarakat, mulai dari
pemahaman bahwa keputusan tersebut merupakan konsekuensi regulasi hingga munculnya dugaan
adanya konflik kepentingan antaraktor politik. Dalam konteks demokrasi yang terkonsolidasi, kepercayaan
publik tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilu, tetapi juga oleh sejauh mana proses politik dipandang adil
dan dapat dipertanggungjawabkan (Mietzner, 2020). Oleh karena itu, komunikasi politik dari partai dan
kandidat menjadi penting untuk menjaga legitimasi proses pergantian tersebut.

Kasus pergantian calon Wakil Bupati Maros Tahun 2024 menunjukkan bahwa demokrasi lokal
bekerja melalui hubungan yang kompleks antara aturan formal, kepentingan elit, dan pengalaman sosial
aktor politik. Pergantian kandidat tidak hanya mencerminkan mekanisme penggantian figur dalam
kontestasi elektoral, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan politik didistribusikan dan
bagaimana legitimasi diproduksi dalam arena lokal. Melalui perspektif teori pengakuan Axel Honneth,
fenomena ini menunjukkan bahwa akses terhadap kekuasaan politik selalu berkaitan dengan proses
pemberian dan kehilangan pengakuan. Dengan demikian, dinamika elit dalam Pilkada Maros tidak hanya
menentukan siapa yang dapat berkompetisi, tetapi juga membentuk bagaimana identitas politik, legitimasi,
dan posisi sosial seorang aktor dipertahankan atau mengalami perubahan.

SIMPULAN

Pergantian calon Wakil Bupati Maros pada Pilkada Tahun 2024 menunjukkan bahwa proses politik
lokal tidak semata-mata berlangsung dalam kerangka administratif dan prosedural, tetapi juga merupakan
arena sosial yang mempertemukan kepentingan elit, legitimasi politik, serta persoalan identitas dan
pengakuan seorang aktor. Dinamika pencalonan Suhartina Bohari sebagai Wakil Bupati Maros petahana
memperlihatkan bahwa seorang kandidat telah memperoleh pengakuan politik melalui pengalaman
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pemerintahan, dukungan partai, serta legitimasi sosial dari masyarakat. Namun, perubahan status akibat
hasil pemeriksaan kesehatan dan keputusan pergantian kandidat menyebabkan terjadinya transformasi
posisi politik dari aktor yang sebelumnya berada dalam arena kontestasi menjadi pihak yang tidak lagi
melanjutkan pencalonan. Dalam perspektif teori Identitas Politik dan Pengakuan Axel Honneth, kondisi
tersebut dapat dipahami sebagai pengalaman perubahan relasi pengakuan, di mana seorang aktor politik
berpotensi mengalami misrecognition akibat hilangnya posisi, penghargaan sosial, dan legitimasi yang
sebelumnya melekat pada dirinya. Di sisi lain, pergantian kandidat juga memperlihatkan kuatnya peran elit
politik dan partai dalam menentukan akses terhadap kekuasaan melalui proses seleksi, negosiasi, dan
produksi legitimasi terhadap kandidat pengganti. Kasus ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal tidak
hanya ditentukan oleh mekanisme elektoral formal, tetapi juga oleh dinamika relasi kekuasaan antaraktor
yang memengaruhi siapa yang memperoleh ruang untuk berkompetisi dan memperoleh pengakuan politik.
Dengan demikian, pergantian calon Wakil Bupati Maros Tahun 2024 dapat dipahami sebagai fenomena
konflik politik lokal yang memperlihatkan hubungan kompleks antara struktur kekuasaan, strategi elit,
identitas politik, dan perjuangan mempertahankan pengakuan dalam arena demokrasi elektoral.
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